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ABSTRAK 

Penelitian mi berjudul "Kcdudukan AlatBukti lnformasi Elektronik dan/afau 
Dokumen Elektronik Yang Didapat dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian 
Pidana" Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berlcembang mcdus 
operandi ID!tuk pelaku melakukan kejahatan. Sehingga tidalt dapat menggunakan 
konvensional untuk menegakan hultum pidana, terutama pada kejahatan kategon 
extraordinary crime. Makadiperlukan Penyadapan. Sementara undang-undang 
yang mcngatur sccara khusus tentang penyadapan ini belum ada, terutama pada 
hukum acaranya, Hanya diatur secara tidak komprehensif dan terpisah di bebera 
paundang-undang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan clan 
kedudukan alat bukti lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di 
dapat dan Penyadapan. Metode peneltian hukum yang digunakan adalah nonnatif 
dengan penarikan kesimpulan sccara deduk1if. Sumber bahan hokum penelitian 
menitikberatkan pada studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, 
sekunder maupun tersier Hasil dari penelitian adalah bahwa undang-undang 
nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana pasal 84 hanya mengatur secara 
!imitative, sehingga undang-undang yang lain memberikan pengaturan perluasao 
alatbukti mfonnas1 elel..ironik daa/atau dokumen elelctronik yang didapat dari 
penyadapan, Bahwa dan segi keduduknnnya, alat bukti lofonnasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektromk yang didapat dari Penyadapan merupakan alat bukti 
yang sah clan berdiri sendiri meourut undang-undang, Bahwa lnformasi Elektronik 
dan/atau DolrumenElektronik yang didapat dari Penyadapan tidak dapat dijadikan 
sebagai alat bukti yang sah, apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan proses hulcum yang berlaku di Indonesia. 

Kala KMncl: AlatBllktl, lnf onnaslElelctronik, DolcumenElektronlk, 
hnytu/(qJan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ada masyarakat ada hukum (Ubi Soceitas ibi ius), dan masyarakat selalu 

berubah mengikuti perkembangan zaman begitu juga dengan kaedah-kaedah yang 

hidup dalam masyarakat.  

Pada zaman modern berbasis teknologi informasi telah melahirkan dunia baru 

yang dikenal masyarakat dengan istilah cyberspace atau dunia maya. Dunia maya 

merupakan ruang informasi dan komunikasi dalam internet.
1
 Namun Edmon 

Makarim lebih memilih istilah “telematika” daripada “cyberspace” karena akan 

melihat hakekat cyberspace itu sendiri sebagai suatu sistem eletronik yang lahir dari 

hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika itu 

sendiri.
2
 

 Banyak literatur menyebut istilah cyber law atau hukum siber. Hukum siber 

adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah 

lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (Law of Informatiaon 

Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan Hukum Mayantara.
3
 

                                                                 
1
  https://www.apaarti.com/dunia-maya.html diakses pada pukul 13.00 hari 27 Maret 2018. 

2
  Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 7. 

3
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, diakses pada jam 17.43 Selasa Tanggal 28 

Maret 2018. 

https://www.apaarti.com/dunia-maya.html%20diakses%20pada%20pukul%2013.00
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber
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Konsep kejahatan Siber dibedakan dalam istilah yang sempit dan luas, yaitu:
4
 

a. Cyber crime in a narrow sense (arti sempit) yang berarti 

computer crime: any illegal behaviour directed by means of 

electronic operation that target the security of computer 

system and the data processed by them (setiap perilaku 

ilegal yang ditujukan pada operasi elektronik yang 

menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang 

diproses oleh sistem komputer tersebut). 

b. Cyber crime in a broader sense (dalam arti luas) disebut 

computer related crime: any illegal behaviour committed 

by means on relation to, a computer system offering or 

system or network, including such crime as illegal 

possession in, offering or distributing information by 

means of computer system or network. Artinya bahwa 

setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau 

berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, 

termasuk kejahatan pemilikan, penawaran atau distribusi 

informasi dari sistem atau jaringan komputer). 

Hukum pidana dituntut bisa menjangkau zaman tersebut. Apabila hukum 

pidana tidak bisa menjangkau, maka timbul problematika didalam masyarakat. Oleh 

karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP 

                                                                 
4
 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian 

Cybercrime di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. 
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memberikan jembatan bagi undang-undang diuar KUHP untuk menjangkau 

problematika kontemporer tersebut. 

Ketika terjadi tindak pidana siber, permasalahan yang pertama adalah dalam hal 

pembuktian. Tentu berbeda dalam hal pembuktian tindak pidana biasa. Karena berada 

pada cyberspace. Sehingga menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dalam hal 

pembuktian. 

Jika dilihat pada pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. Maka alat bukti yang sah adalah
5
: 

a. Keterangan Saksi 

Apabila melihat definisi dari keterangan, maka kita merujuk pada pasal 1 

angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana atau sering disebut KUHAP. Saksi adalah orang yang memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri. 

b. Keterangan Ahli 

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan 

oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. 

                                                                 
5
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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c. Surat 

Pasal 187 KUHAP menyatakan, Surat sebagaimana yang disebutkan pada 

Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan 

dengan sumpah, yaitu: 

a. Harus ada berita acara dan surat lain dalam bentuk 

resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang 

atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai 

dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu; 

b. Harus ada surat yang dibuat menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat 

oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau 

sesuatu keadaan. 

c. Harus ada surat keterangan dari seorang ahli yang 

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai 

sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dan padanya;  

d. Untuk surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
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Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti 

tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat 

bacaan tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk 

mencurahkan isi hati untuk menyampaikan buah 

pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai 

pembuktian.
6
 

d. Petunjuk 

Definisi dari Petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 undang-undang nomor 

8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara 

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

e. Keterangan Terdakwa 

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah sesuatu 

yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 

 

Dapat dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana menunjukan bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi.  

Alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang diatas ditambahkan dalam 

undang-undang lain, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.  

                                                                 
6
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Peradata, Yogyakarta: Liberty, 

1979, hlm 100-101. 
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Seorang ahli hukum telematika, Edmon Makarim mengatakan bahwa 

Informasi adalah suatu data yakni mencakup semua fakta yang direpresentasikan 

sebagai input baik dalam untaian kata (teks), angka (numeric), gambar pencitraan 

(images), suara (voices), ataupun gerak (sensor) yang telah diproses ataupun 

mengalami perubahan bentuk atau pertambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih 

berarti sesuai dengan konteksnya.
7
 

Kemudian informasi-informasi tersebut disimpan menjadi sebuah data yang 

lebih kompleks disebut dokumen elektronik, Sebagaimana Edmon Makarim 

mengatakan bahwa dokumen elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh 

sistem informasi secara elektronis tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu 

media tertentu secara elektronis.
8
 

Sementara itu definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah 

disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang telah dilakukan amandemen menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9
 

Pasal 1 Angka 1 menyebutkan: 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

                                                                 
7
 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm 30. 

8
 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2005, hlm 43. 
9
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 251). 
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rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

Pasal 1 Angka 4 menyebutkan: 

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem 

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Informasi Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik disebut sebagai alat 

bukti yang sah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Pasal 5 berbunyi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
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1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia. 

2)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

3) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

untuk: 

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam 

bentuk tertulis; dan 

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang 

harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta. 

Kemudian pada pasal 6 mengatakan bahwa dalam hal terdapat 

ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan 

bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan , dijamin keutuhannya, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi disebut sebagai perluasan dari bukti petunjuk. Sehingga Mahkamah 

Konstitusi memberikan satu tafsir terhadap frasa-frasa tersebut secara mutatis 

mutandis melalui putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2016.
10

 

Ammar Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga memberikan tafsir baru 

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik”sebagai alat Alat bukti dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inf ormasi dan 

Transaksi Elektronik.
11

 

Dikaitkan dengan Penyadapan atau Intersepsi maka objeknya adalah informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penyadapan atau Intersepsi dalam 

penjelasan pasal 31 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 

yaitu  kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, 

menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi 

maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 

Kewenangan penyadapan diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu salah 

satunya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 ayat (1) 

                                                                 
10

 Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 20/PUU-XVII/2016. 
11

 Ibid..  
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huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi menyebutkan:
12

 

1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 

 penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 

  a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 

Penyadapan adalah salah satu metode KPK dalam meberantas korupsi yang 

dikenal masyarakat dengan Operasi Tangkap Tangan. Dalam melakukan operasi 

tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan 

penjebakan.
13

Jadi penyadapan adalah salah satu langkah awal dilakukannya Operasi 

Tangkap Tangan. 

Walaupun istilah operasi tangkap tangan hanya sekedar sebuah istilah yang 

dikenal masyarakat terhadap tindakan KPK, namun itu bukanlah sebuah istilah 

hukum. Namun, setidaknya dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang 

hukum acara pidana memberikan arti yang dimaksud tertangkap tangan (op 

heterdaad):
14

 

a. Apabila tertangkapnya seorang atau lebih pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau; 

                                                                 
12

 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137). 
13

 Fatimah Asyari,”Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP 

Terkait Masalah Pelanggaran Hukum”, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, hlm 60. 
14

 Syarifuddin Pettanase, Hukum Acara Pidana, Palembang: Penerbit Unsri, 2015, hlm 81. 
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b. Apabila dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu 

dilakukan, atau; 

c. Apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai 

orang yang melakukannya, atau; 

d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga 

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 

menunjukan bahwa pelakunya atau turut melakukan atau 

membantu melakukan tindak pidana itu. 

Operasi Tangkap Tangan misalnya pernah dilakukan oleh KPK terhadap LHI 

anggota DPR terkait impor daging.
15

 Dalam pemeriksaan dipersidangan, Jaksa 

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melihat keterangan 

Fathanah berbelit-belit, langsung memutar rekaman pembicaraan telepon antara LHI 

dan Fathanah.
16

 

Hakim memvonis dalam ammar putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 beberapa 

diantaranya sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Luthfi Hasan Ishaaq atau LHI 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi Dan 

Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”; 2 Menghukum Terdakwa 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda 

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

                                                                 
15

 https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/386808-kpk-operasi-

tangkap-selalu-ditahan-termasuk-luthfi, diakses pada pukul 07.00 sabtu 31 Maret 2018. 
16

https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/413749-ini-rekaman-

penyadapan-percakapan-fathanah-luthfi , diakses pada pukul 07.30 sabtu 31 Maret 2018. 

https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/386808-kpk-operasi-tangkap-selalu-ditahan-termasuk-luthfi
https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/386808-kpk-operasi-tangkap-selalu-ditahan-termasuk-luthfi
https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/413749-ini-rekaman-penyadapan-percakapan-fathanah-luthfi
https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/413749-ini-rekaman-penyadapan-percakapan-fathanah-luthfi
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tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, 

Menetapkan mencabut hak Terdakwa dipilih dalam jabatan public, Menetapkan masa 

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan, Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
17

 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga pernah dilakukan terhadap mantan ketua 

Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar di rumah dinas dengan menyita lebih dari 

200.000 USD.
18

Pada sidang Akil Mochtar dalam acara pemeriksaan saksi Kasmin 

calon wakil bupati Lebak di Pengadilan Tipikor, telah dinilai berbelit-belit. Sehingga 

diputar rekaman penyuapan Rp. 1 miliar oleh Tubagus Chaery Wardana alias 

Wawan.
19

 

Setelah lamanya proses peradilan yang dialami Akil Mochtar, Mahkamah 

Agung menolak kasasi dari para pihak dan tetap pada vonis hukuman penjara seumur 

hidup dan denda Sepuluh Miliar Rupiah.
20

 

Melalui problematika yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka 

penulis berargumen bahwa perlu untuk meneliti tentang Kedudukan Alat Bukti 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan 

dalam hal Pembuktian Pidana. 

B. Rumusan Masalah 

                                                                 
17

Lihat Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014. 
18

https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-

mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f, diakses pada pukul 06.00, 

Minggu 1 April 2018. 
19

https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-

diputar-di-tipikor, diakses pada pukul 15.54 Minggu 1 April 2018. 
20

Lihat putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pid.Sus/2015.  

https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f
https://www.kompasiana.com/rmpriohandoko/ketua-mahkamah-konstitusi-akil-mochtar-ditangkap-tangan-kpk_55280b4f6ea8347c1558b457f
https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-diputar-di-tipikor
https://m.inilah.com/news/detail/2088541/rekaman-suap-untuk-akil-mochtar-diputar-di-tipikor
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Berdasarkan problematika yang penulis utarakan dalam latar belakang, maka 

perlu membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang didapat dari Penyadapan yang ditinjau dari kumpulan 

peraturan perundang-undangan?  

2. Bagaimana kedudukan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang didapat dari Penyadapan dalam hal Pembuktian? 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang diambil melalui 

Penyadapan atau Intersepsi baik atas permintaan aparat penegak 

hukum atau tanpa atas permintaan pemegak hukum? 

2. Sebagai pemantik agar para akademisi memberikan fokus perhatian 

kepada problematika hukum yang baru yang terus berkembang, seperti 

hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum telematika, hukum 

siber, dan semacamnya. Hal ini terbukti di Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya sendiri belum memasukannya dalam kurikulum 

akademik. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas 

wawasan serta menambah pengetahuan mengenai Kedudukan Informasi Elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang didapat dari penyadapat sebagai alat bukti dalam 

pembutian diperadilan pidana. 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan 

pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam 

khususnya pengetahuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik 

yang didapat dari penyadapan dalam pembuktian pidana. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pembuktian 

Menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana adalah 

sebagai berikut:
21

 

a. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif 

(Positive Wettelijke Bewijstheorie). Teori yang mengatakan jika 

telah terbukti sesuai perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang 
                                                                 

21
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm 

251-257. 
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disebut oleh undnag-undang, dipandang didakwakan telah terbukti 

tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi putusan hakim 

merupakan semata-mata didasarkan kepada undang-undang. 

b. Sistem atau teori yang berdasarkan dari keyakinan hakim melulu 

atau disebut juga Convition Intime yakni menempatkan fungsi 

hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam 

memutus perkara. Putusan hakim didasarkan semata mata atas 

keyakinan hakim. 

c. Sistem atau theory pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 

ditambah atas alasan yang logis yakni hakim dapat memutus 

terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, tidak 

semata-mata keyakinan diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi 

keyakinan sampai batas tertentu. 

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara 

negatif (Negative Wettelijk Bewijs Theorie) yakni teori ini dengan 

tegas menyatakan bahwa pembuktian harus berdasarkan pada 

undang-undang dan keyakinan hakim. 

2. Teori Alat Bukti 

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyebutkan bahwa alat bukti 

merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, 

dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan 
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pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaranadanya suatu 

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
22

 

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu 

terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat 

dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam 

Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai 

cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-

kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua”alat bukti yang sah. 

Alat Bukti disebut sebagai Alat Bukti yang SAH apabila memenuhi 

syarat materil yaitu berkaitan dengan substansi pokok perkara dan syarat 

formil adalah berkaitan dengan prosedur hukum terhadap proses memperoleh 

alat bukti tersebut. 

alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

didapat dari penyadapan dapat menggunakan metode pengklasifikasian model 

Negara Inggris:
23

 

a. The Real Evidence Route 

Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagai alat bukti yang sah yang berdiri sendiri diberikan jaminan 

berjalan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang. Meskipun 

                                                                 
22

 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 
Bnadung: Mandar Maju 2003, hlm 11. 

23
 Martin Wasik, Crime And The Computer, New York: Oxford University Press, 1991, 

hlm 172-183. 
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prosedur tentang penyadapan yang dijadikan sebagai alat bukti belum 

ada undang-undang yang mengatur di Indonesia. 

b. The Statutory Route 

Harus adanya penetapan atau penegesahan atas suatu data, 

suatu bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti di 

pengadilan. Penulis menterjemahkan bahwa harus adanya pengaturan 

golongan, jenis, kategori, atau bentuk apa saja yang dimaksud sebagai 

alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik yang 

didapat atau bukan dari Penyadapan. 

c. The Expert Witness 

Harus adanya peranan ahli untuk memberikan kesaksian 

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik biasa 

maupun yang didapat dari Penyadapan yang menjadi bahan 

pertimbangan hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian  suatu 

alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan 

bekerjanya suatu sistem computer. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 

pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
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penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka.
24

 Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. 

2. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini 

digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Mengenai pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan megkaji dan menganalisis berbagai perundang-

undangan yang mengatur mengenai delik aduan terhadap kekerasan dalam 

rumah tangga. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang di hadapi. 

G. Pengolahan Dan Analisis Bahan 

1. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan 

                                                                 
24

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14. 
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kepsutakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
25

 

Serta apabila diperlukan maka dibutuhkan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu : 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

194; 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana; 

 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana; 

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan  Transaksi Elektronik; 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

                                                                 
25

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 67. 
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 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  

 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 

 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara; 

 Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015; 

 Putusan Nomor 1195 K/Pid.sus/2014; 

 Putusan Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst; 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010; 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2016; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis 

ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang 

erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.  Bahan hukum sekunder juga 
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meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak 

resmi.
26

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tresier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum. 

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melaui Studi Kepustakaan, yaitu dengan 

melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, 

statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur 

pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.
27

  

3. Analisis Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang telah diperoleh, selanjutnya diolah berdasarkan asas-

asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pengolahan 

tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum 

yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran 

dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau 

                                                                 
26

 Ibid., hlm.54. 
27

 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, 

Bayumedia, 2006, hlm. 47. 
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norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.
28

  Melalui analisis yang 

dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak 

dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan duraikan secara 

sistematis.  

H. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pda suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
29

 Hasil 

penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna 

menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. 

I. Sistematika penulisan 

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 

(empat) bagian yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraiakan mengenai latar belakang tentang pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana penipuan, rumusan 

                                                                 
28

 Bahder Johan Nasution,  Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 

2008,  hal. 96. 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 10. 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana penipuan dan unsur-

unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pengertian dan keadilan 

substantif. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah 

ditentukan sebelumnya, yaitu apa yang menyebabkan hakim menjatuhkan 

Putusan Pidana Penjara dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam 

Tindak Pidana Penipuan, serta teori-teori yang mendukung untuk digunakan 

dalam penganalisaan penelitian ini. 

 

BAB IV: PENUTUP 

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dengan menganalisa 

penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian yang 

dibuat oleh penulis. 
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